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ABSTRACT

A notary is a public official appointed by the state to carry out part of the
public authority, especially in making authentic deeds that have legal force.
The role of a notary must comply with various legal provisions stipulated in
Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004
concerning the Position of Notary (Notary Position Law). One of the main
obligations that must be carried out by a notary is to act in a trustworthy
manner, as stipulated in Article 16 Paragraph (1) Letter a of the Notary
Position Law. In Islam, the principle of trustworthiness has a position as one of
the basic values that must be applied in community and state life.
Trustworthiness is a commendable trait recommended by the Qur'an and
Hadith. The obligation of a notary to act in a trustworthy manner as stipulated
in the Notary Position Law has strong relevance to the teachings of Islamic
law. A study of the obligation of a notary to act in a trustworthy manner
according to Article 16 Paragraph (1) Letter a of the Notary Position Law,
when viewed from the perspective of Islamic law, is important to provide a
more comprehensive understanding of the relationship between positive law
and Islamic values. This study aims to analyze the obligation of notaries to act
in a trustworthy manner, identify its relevance to the principle of
trustworthiness in Islamic law, and examine the law of violations of this
obligation.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan
sebagian kewenangan publik, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang
memiliki kekuatan hukum. Peran notaris harus mematuhi berbagai ketentuan
hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris (UU Jabatan Notaris). Salah satu kewajiban utama harus dijalankan
oleh notaris adalah bertindak amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat
(1) Huruf a UU Jabatan Notaris. Pada agama Islam, prinsip amanah memiliki
kedudukan sebagai salah satu nilai dasar yang harus diterapkan dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Amanah merupakan sifat terpuji yang
dianjurkan oleh Al-Quran dan Hadis. Kewajian notaris untuk bertindak
amanah sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris memiliki relevansi yang
kuat dengan ajaran hukum Islam. Kajian terhadap kewajiban notaris untuk
bertindak amanah menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU Jabatan Notaris, jika
ditinjau dari perspektif hukum Islam, menjadi penting untuk memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum positif
dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban
notaris bertindak amanah, mengidentifikasi relevansinya dengan prinsip
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amanah dalam hukum Islam, dan mengkaji hukum dari pelanggaran kewajiban
tersebut.

Kata Kunci: Jabatan Notaris, Kewajiban Amanah, Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan
sebagian kewenangan publik, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang memiliki
kekuatan hukum. Peran notaris sangat penting dalam menjamin kepastian hukum,
melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum, dan
memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat (Illiyyin & Octarina, 2023). Dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang notaris harus mematuhi berbagai
ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU
Jabatan Notaris). Salah satu kewajiban utama yang harus dijalankan oleh notaris adalah
bertindak amanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU Jabatan
Notaris (Badruddin & Handoko, 2021).

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa seorang notaris
wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum (Tamaka, 2024).
Kewajiban bertindak amanah ini menunjukkan bahwa jabatan notaris didasarkan pada
prinsip kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara (Rahman, 2018).
Seorang notaris tidak hanya bertanggung jawab secara profesional tetapi juga secara
moral untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, menjaga kerahasiaan, dan
tidak menyalahgunakan wewenangnya (Tamaka, 2024). Pelanggaran terhadap
kewajiban amanah ini dapat berimplikasi pada kerugian hukum bagi masyarakat,
menurunnya kepercayaan publik, serta sanksi hukum bagi notaris yang bersangkutan
(Kristanto et al., 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip amanah memiliki kedudukan yang sangat
penting sebagai salah satu nilai dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Amanah merupakan salah satu sifat terpuji yang
dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dalam QS. An-Nisa: 58, Allah SWT berfirman:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkannya dengan adil.” Amanah dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan
kepercayaan antarindividu tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual yang harus
dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (Siregar, 2024; Hanifuddin & Fauzi, 2021).
Oleh karena itu, kewajiban notaris untuk bertindak amanah sebagaimana diatur dalam
UU Jabatan Notaris memiliki relevansi yang kuat dengan ajaran hukum Islam.

https://doi.org/10.24269/1s.v9i3.11552 Naufal Aji Nugraha, et al. 753


https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11552

ISSN (P): (2580-8656) LEGAL STANDING Vol.9 Issue.3 (2025)
ISSN (E): (2580-3883) JURNAL ILMU HUKUM

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban notaris untuk bertindak amanah
masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus menunjukkan adanya
pelanggaran amanah oleh notaris, seperti pemalsuan akta atau penyalahgunaan
wewenang (Kamaluddin et al., 2023; Almansyah & Putra, 2022). Kasus-kasus tersebut
tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris tetapi juga
bertentangan dengan nilai-nilai amanah yang dijunjung tinggi dalam Islam. Hal ini
menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi kewajiban amanah dalam
UU Jabatan Notaris serta bagaimana prinsip amanah dalam hukum Islam dapat menjadi
landasan moral dan etika bagi notaris dalam menjalankan tugasnya.

Kajian terhadap kewajiban notaris untuk bertindak amanah menurut Pasal 16 Ayat
(1) Huruf a UU Jabatan Notaris, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, menjadi
penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan
antara hukum positif dan nilai-nilai Islam. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan
rekomendasi bagi notaris dan lembaga pengawas untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan amanah dalam profesi notaris, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih
adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan (Adistia, 2024; Paikah, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban
notaris bertindak amanah menurut Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UU Jabatan Notaris,
mengidentifikasi relevansinya dengan prinsip amanah dalam hukum Islam, serta
mengkaji implikasi hukum dari pelanggaran kewajiban tersebut. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam meningkatkan
kualitas pelaksanaan tugas notaris sesuai dengan prinsip hukum positif dan nilai-nilai
Islam.

.METODE

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.
Peneliti menganalisis berbagai hukum yang relevan, khusunya Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selain itu, akan dikaji peraturan
lain yang mendukung implementasi kewajiban notaris untuk bertindak
Amanah.Penelitian ini akan mengkaji konsep amanah dalam hukum islam berdasarkan
sumber utama seperti al-quran, hadist dan hukum positif (Fitri & Khisni, 2018; Fadila et
al., 2020). Hal ini untuk menemukan persamaan, perbedaan, relevansi antara kedua
sistem hukum tersebut serta relevansi keduanya terhadap pelaksanaan tugas seorang
notaris (Maneshakerti et al., 2024; Mardiaton et al., 2024).

Sebagai datanya sumber bahan hukum Primer berupa Undang-Undang Nomor 2
tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Al-Quran, dan Hadist. Bahan hukum sekunder
berkaitan dengan literatur hukum, kurnal akademik, buku dan artikel yang membahas
persamaan maupun perbedaan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, dan
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ditambah bahan buku tersier sebagai pelengkap dari bahan hukum sekunder (Y oserwan,
2023). Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan
mengenai hubungan antara kewajiban notaris bertindak aman dengan hukum islam.
Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif
mengenai kewajiban notaris untuk amanah serta relevan berdasarakn sumber hukum
positif (Fadila et al., 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Apabila Seorang Notaris Tidak Melaksanakan
Kewajiban Bertindak Amanah
Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta
otentik dan melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diatur oleh undang-undang.
Sebgai pejabat publik, seorang notaris harus memegang prinsip Amanah, yang
berarti menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, professional, dan tanpa
keberpihakan (Kristanto et al., 2020; Bagus Juniarta & Swardhana, 2021).

Secara peraturan telah dicantumkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN
mengatur sejumlah kewajiban notaris, termasuk menjaga Amanah dimana
menerangkan Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Sehingga seorang
notaris tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang terlibat
dalam perjanjian, selain itu notaris harus memastikan bahwa isi perjanjian benar-
benar sesuai dengan kehendak para pihak yang menghadapinya. Selain menjaga
amanah, notaris juga memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan isi perjanjian, dimana
Pasal 16 (1) huruf f UUJN menerangkan notaris wajib menjaga rahasia segala
sesuatu mengani akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan hal itu. Pasal ini memiliki inti bahwasanya infomrasi yang diperoleh
notaris selama proses pembuatan perjanjian tidak boleh disebarluaskan kepada pihak
lain yang tidak berkepentingan.

Kewajiban bertindak amanah oleh notaris tidak hanya dilandasi aturan hukum,
tetapi juga berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan tersebut. Amanah
melibatkan tanggung jawab moral, hukum, dan profesional dalam memastikan
keabsahan dan kebenaran dokumen yang dibuat. Ketika seorang notaris tidak
bertindak amanah, misalnya dengan melakukan penipuan, manipulasi, atau kelalaian
dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut memiliki dampak serius terhadap (llliyyin
& Octarina, 2023; Shodiq & Oktarina, 2023) :

a. Kepercayaan Publik

Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap profesi notaris dan lembaga
hukum secara umum.
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b. Legalitas Dokumen

Akta atau dokumen yang dibuat oleh notaris dapat menjadi cacat hukum,
sehingga batal demi hukum.

c. Hak Para Pihak

Pihak-pihak yang dirugikan akibat ketidakamanahan notaris dapat
kehilangan haknya atau menderita kerugian material maupun immaterial.

Dalam hukum positif maupun hukum Islam, pelanggaran terhadap amanah
memiliki konsekuensi hukum dan etika yang berat, baik berupa sanksi duniawi
maupun tanggung jawab akhirat. Sistem hukum di Indonesia, notaris diatur oleh
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pasal 16 UUJN memuat
kewajiban-kewajiban notaris, termasuk bertindak amanah, jujur, dan independen
dalam menjalankan tugasnya. Jika notaris melanggar ketentuan tersebut, berikut
adalah implikasi hukumnya (Rabanirajona H., 2020; Rahman F.A., 2018):

a. Implikasi Administratif

1) Sanksi Teguran diberikan pabila pelanggaran bersifat ringan, notaris dapat
dikenai teguran lisan atau tertulis oleh Majelsi Pengawas Notaris.

2) Pemberhentian Sementara dimana pelanggara yang lebih serius dapat
menyebabkan pemberhentian sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 85
UUJN

3) Pemberhentian Tetap sehingga notaris yang terbukti melakukan pelanggaran
berat, seperti menyalahgunakan jabatannya secara berulang, dapat
diberhentikan secara tetap.

b. Implikasi Perdata

Notaris bertanggung jawab secara perdata jika kelalaiannya menyebabkan
kerugian bagi para pihak (Abdillah, S., 2023). Hal ini sesuai dengan Pasal 1365
KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. (Jika akta yang dibuat
mengandung cacat hukum akibat ketidak jujuran notaris, pihak yang dirugikan
dapat menuntut ganti rugi.

c. Impikasi Pidana

Jika notaris bertindak tidak Amanah dengan melakukan kecurangan
(Abdillah, S., 2023), seperti memalsukan dokumen atau menyalahgunakan
informasi, ia dapat dikenai pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 263 KUHP
tentang pemalsuan surat atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Berbeda dengan sudut pandang yang dari hukum Islam, prinsip amanah
adalah nilai fundamental yang harus dipegang oleh setiap individu, terutama

https://doi.org/10.24269/1s.v9i3.11552 Naufal Aji Nugraha, et al.

756


https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11552

ISSN (P): (2580-8656) LEGAL STANDING Vol.9 Issue.3 (2025)
ISSN (E): (2580-3883) JURNAL ILMU HUKUM

seseorang yang memegang tanggung jawab publik seperti notaris. Amanah dalam
Islam terkait erat dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab (Hanifuddin &
Fauzi, 2021).

a. Dasar Huum Amanah dalam Islam

C.

1)

2)

Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 72

"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi,
dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu
dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh
manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh."

Hadis Nabi Muhammad SAW

"Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Para
sahabat bertanya, 'Bagaimana amanah disia-siakan?" Nabi menjawab,
'‘Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka
tunggulah kehancurannya.™ (HR. Bukhari)

Implikasi Hukum Islam

1)

2)

3)

4)

Dosa dan Pertanggung jawaban di Akhirat

Dalam pandangan Islam, seorang notaris yang tidak melaksanakan
amanah akan dianggap sebagai pengkhianat. Tindakan ini tidak hanya
melanggar kewajiban duniawi, tetapi juga membawa konsekuensi dosa di
akhirat (Rabanirajona H., 2020; Rahman F.A., 2018).

Kewajiban Ganti Rugi

Jika tindakan tidak amanah menyebabkan kerugian harta benda, pelaku
diwajibkan mengganti kerugian sesuai prinsip adl (keadilan) dalam Islam
(Ramadhan et al., 2024).

Hukum Ta’zir

Dalam hukum pidana islam, pelanggaran amanah dapat dikenai
hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai tingkat
pelanggaran. Ini dapat berupa teguran, hukuman fisik, atau denda
(Maneshakerti et al., 2024).

Hilangan Kepercayaan Publik

Dalam Islam, kehilangan kepercayaan masyarakat dianggap sebagai
konsekuensi moral yang berat. Sebagaimana dalam hadis, "Tidak beriman
seseorang yang tidak amanah (llliyyin & Octarina, 2023; Shodiq &
Oktarina, 2023).

Pelanggaran Etika Profesi
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Notaris yang melanggar kewajiban Amanah juga melanggar kode etik
profesi yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelanggaran ini dapat
menyebabkan pemberian sanksi etik seperti pencabutan izin praktik (Prawati et
al., 2024).

2. Keselarasan antara Kewajiban Amanah yang Diatur Dalam Pasal 16
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dengan Ajaran Hukum Islam
Sebagaimana yang diterangkan diatas pada Pasal 16 Undang-Undang No.2
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban notaris untuk menjaga
amanah dalam menjalankan tugasnya. Amanah dalam konteks ini mencakup
kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dokumen yang diperoleh dalam proses
pembuatan akta, memastikan bahwa semua Tindakan notaris dilakukan dengan itikad
baik dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, serta bertanggung jawab atas
keabsahan dan kebenara dokumen yang dibuat (Rahman, 2018; Suhardini et al.,
2018).

Secara spesifik, pasal ini menegaskan bahwa notaris harus mematuhi prinsip
kehati-hatian dan menjaga informasi yang berkaitan dengan profesinya. Selain itu,
notaris juga harus menghindari konflik kepentingan dan menjamin bahwa proses
pembuatan akta dilakukan sesuai denga hukum yang berlaku (Subekti, 2024).

Secara Hukum Islam, Amanah memiliki kedudukan yang sangat penting.
Amanah dalam Islam tidak hanya sebatas menjaga kerahasiaan atau dokumen, tetapi
juga berkaitan denga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab seorang individu
dalam menjalankan tugasnya (Alia Maerani, 1., 2020). Secara umum, amanah dalam
Islam meliputi:

Kewajiban untuk jujur dan tidak menyalahgunakan kepercayaan dimana seorang
yang diberi Amanah harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawabb
dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Ini sejalan dengan prinsip
“menunaikan Amanah” yang terdapat dalam banyak ayat Al-Qur'an, seperti dalam
surat Al-Ahzab (33:72), yang menyatakan bahwa amanah adalah beban yang besar
yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Kerahasiaan dan integritas: Islam mengajarkan pentingnya menjaga rahasia dan
tidak menyebarkan informasi yang merugikan atau menyimpang. Hal ini tercermin
dalam prinsip ghibah (menggunjing) yang dilarang dalam Islam, yang mengajarkan
bahwa membicarakan orang lain tanpa izin atau menyebarkan informasi pribadi
adalah perbuatan yang salah (Tamaka, 2024).

Tanggung jawab moral dan hukum: Seorang individu yang diberikan amanabh,
termasuk dalam hal ini seorang notaris, harus bertindak dengan integritas dan tidak
boleh menipu atau menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi (Kristanto
et al., 2020).
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Terdapat beberapa keselarasan antara kewajiban amanh yang diatur dalam Pasal
16 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 dengan ajaran Hukum Islam, diantaranya:

a. Prinsip Kerahasiaan: Baik dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 maupun dalam
Hukum Islam, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi adalah sangat
penting. Dalam Islam, menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan dalam
konteks profesional adalah bagian dari amanah yang harus dijaga dengan penuh
tanggung jawab, sama halnya dengan kewajiban notaris untuk menjaga
kerahasiaan akta dan dokumen yang ditangani.

b. Kejujuran dan Integritas: Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 menuntut notaris untuk
bertindak dengan itikad baik, yang sejalan dengan ajaran Islam yang
mengutamakan kejujuran dalam setiap tindakan. Dalam Hukum Islam, tindakan
menipu atau menyalahgunakan amanah merupakan dosa besar, yang juga diatur
dalam UU No. 2 Tahun 2014 yang mengharuskan notaris untuk memastikan
keabsahan dokumen yang dibuatnya.

c. Tanggung Jawab Profesional: Islam menekankan bahwa seseorang yang
memegang amanah harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
Hal ini juga tercermin dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 yang mewajibkan
notaris untuk bertanggung jawab secara hukum atas keabsahan dan kebenaran
dokumen yang dibuatnya.

Meskipun terdapat banyak keselarasan, ada beberapa perbedaan antara
kewajiban amanah yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 dengan ajaran
Hukum Islam, di antaranya:

a. Perspektif Hukum dan Etika: UU No. 2 Tahun 2014 lebih menekankan pada
kewajiban notaris dalam konteks hukum positif, yakni kewajiban yang bersifat
formal dan dapat dikenakan sanksi hukum jika dilanggar. Sementara itu, ajaran
Hukum Islam lebih mengarah pada dimensi moral dan etika yang lebih luas,
yang tidak hanya berlaku dalam konteks hukum positif tetapi juga dalam
hubungan spiritual dan akhlak individu.

b. Sanksi: Dalam UU No. 2 Tahun 2014, pelanggaran terhadap kewajiban amanah
notaris dapat dikenakan sanksi hukum seperti pencabutan izin, sanksi pidana,
atau perdata. Di sisi lain, dalam Hukum Islam, pelanggaran amanah akan
mendapat sanksi berupa dosa dan tanggung jawab moral, yang bisa berimplikasi
pada kehidupan akhirat seseorang, selain juga dapat berdampak pada hubungan
sosial dan reputasi individu.

D. SIMPULAN

Kewajiban amanah yang ditetapkan dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 sangat
penting untuk dipatuhi oleh seorang notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dijalankan,
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baik dalam perspektif hukum positif maupun Hukum Islam, seorang notaris akan
menghadapi konsekuensi yang serius. Dalam hukum positif, sanksi administratif,
pidana, dan perdata dapat dikenakan, sementara dalam Hukum Islam, pelanggaran
amanah akan berdampak pada dosa, kehilangan reputasi, dan pertanggungjawaban
akhirat. Oleh karena itu, seorang notaris harus menjaga amanah dengan penuh tanggung
jawab, baik dalam aspek hukum maupun moral. Secara umum, kewajiban amanah yang
diatur dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2014 dan ajaran Hukum Islam menunjukkan
keselarasan dalam prinsip-prinsip dasar, seperti kerahasiaan, kejujuran, integritas, dan
tanggung jawab. Namun, perbedaan terletak pada aspek hukum yang lebih formal dan
sanksi yang lebih tegas dalam UU No. 2 Tahun 2014, sementara Hukum Islam lebih
menekankan pada dimensi moral dan akhlak serta sanksi spiritual. Dengan demikian,
seorang notaris yang berpegang pada ajaran Hukum Islam dan melaksanakan kewajiban
amanah yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014, akan bertindak dengan penuh
integritas dan bertanggung jawab, baik di hadapan hukum maupun di hadapan Tuhan.
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